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BUPAT! BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATUIRAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 113 TAMUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUAAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIAK NUMFOR,

Meaimbang  : o, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal S
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Susunan Orpanisasi dan Tata Kega LCinas
Kependy dukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Biak
seasiur, maks perlu digtur lebih lanjut Urnan Tugas
dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kabupaten Biak Numfor:

b. bahwa Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan
dan Poncatatan  sipil  Kabupaten Biak Numior
sebagaimana dimeksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan
dengan Peruturan Bupati Biak Numfor;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurufl b di atas perlu
menetiipkan  Pernturan Bupati tentang Uraian Tugas
can Fungs: Lmas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Fabupaten Biak Numfor;

Mengin zat + 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian DBarat  dan
habupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
{Lembaran Negmra Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2007);

7  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Polook-
Vol Repegawain  (Lebaran  Negara Republik
Indonesia Tahua 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan
Undanp-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok -
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indones'a Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republ’k Indonesia Nomor 3690);

3. Undang-Undang........
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”“"]ﬂng-Lrnd.u.n Nomor 58 thun 1999 tentang
Pmy:l:nmmg Negare yang Persih aan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemburan Negirs
Republik Indonesin Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lemberan Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nemor 21 Tohun 2000 tentang
Vwnomi  Khusus Bagi Kabupaten Biak Numior
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) u:bagm‘manam t;gﬁ cnuﬁ:h
dengar Un ~undang Nomor 35 Tahun tentang
Fﬂ‘mpﬂndlﬁnfntumﬂ Pemerintah Pengganti Undang-
undeng NMomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
ang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Knbupaten Biak Numfor (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negar:, Republik Indonesia Nomor 48B4

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pﬂ'lmhmn Keaangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundanp-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20'4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerntaban  Dacrnh  (Lermmbaran  Negain Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah becerapa kali ternkhir dengan Undang-
Jndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke ||
atas Unuang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintaban Dacrah (Lembaran Negara Republik
Inconesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10, Undang-Undang.........
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bu, l..luumug-unu...}u kepublik Indonesia Nemor JU Tahun
2014 tentaing Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tagglhahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1K

1. Peraturan Pemeriatah Momor 18 Tahun 2016 tentang
Prrangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomer 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

12, Mernturan Mentert Dalan Negern Nomor 76 Tahun 2015
“’{":lﬂi Pengakntan dan Pemberhentinn Pejabat Padn
Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi
Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten Kota.

13. Peraturcn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daecah [Berita
hegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Pera*uran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3
tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran
Vuvrah Uabupaien Biak Numfor Tahun 2016 Nomor 3

.Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor
Namaor 3);

15 Peraturan Bupati Habupaten Biak Numior Nomor 14
Tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Biak Numfor (Berita Dacrah Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2017 Nomor 14).

HEMUTUSKAN ;:

Menectapkan : FPERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG URAIAN
TUGAS DAN FUWGSI DINAS KEPFNDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIFIL KEABUPATEN BIAK NUMFOR

[AB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daam Peraturen Bupati ini yang dimalsud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Biak Wumfor;
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Biak Num‘or;
Bupati adalah Bupati Bink Numfor;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat

2. Dinas Kependudukan..........
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1.
12.
13.
14,

15

16.
17.

18.

{1

slia

Dinas Kependudukan dan pe B e
pemerintah g B B % Sipil g menjadi
mmm kependuduken dan Pencatatan Sipil yan -
P o ey Lillas  adulal RKepala Dinus pada Dinas Kependud "
pencatatan sipil Kabupater, Biak Numfor; —
aipil Keriat adalah Selvetariat pada Dinas Kependudukan dar, penca
sipil Kebupaten Bjak I''I':r't:ﬂ:|.15|:u-:lr TR
Sekrutaris adalah ge

; kretaris i udukan dan Pencatatan
Sipil thuplh:n Bial. pada Dinas Kepend

Numfor;

Bidang adalah Big inas Kependudukan Pencatatan Sipi
Kabupaten Biak uuuw . = i

Kepala Bidang adalah liepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan
FEHLMLALAD Sipy Kabupater, Biak Numfor;

Sub Bagian adalah Sub Bagi ' = o
i gian pada Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipi| Kabupaten Biak Numfor:

Kepala Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kependudukan
dan Penctatan Sipil Knhup-TBkk M;

Scksi adalah Seksi i dan Pencatatan Sipil
Sabsisten pada Dinas Kependudukan

popa'a Scksi adalah Kepala teksi pada Dinas Kependudukan dan
Peneatatan Sipil Kal.upaten Biak Numfor;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengen UPTD
adalah umsur pelaksana teknis pada Dinas Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil Kabupaien Biak Numfor;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabutan Fungsional pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Tugas Pokek adalah uraian tugas unit kerja dalam bentuk ringkes yang
meripakan kegiatan pokok yang bersumber dari urusan:

wnﬁmgmhmmmhhmgmmﬂﬂmuh
kraitin anit kerjn dalam sildus manajemen.

L]

BABII
URAIAN TUGAS DAN FUNGS]

Bagian kesatu
Dinas Kependudukan +dan Pencatatan Sipil
Pasal 7
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membanty
Bupati dalam menyeclenggarukan urusan pemerintahan yang menjadi

k:wmnpndnnnhdmtugmmhnn.mnumnm:hinmnm
diberikan oleh Bunati;

[2) Untuk melaksanakan.........
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" E:l:'u:d?::hl:“nmn tugas schognimana dim:ksud padoa ayat (1), Dinas
“kan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
. Perumusan kebj . .

HPencatatan Sipil; jakan teknis di bidang Kependudukan dan

b penyelen i
BEAraan urusan pemerintahan don pelayanan umum di
bidang Kependudukan dan Peyncatatan Sipil;

:’erlli.:t':;n élil-l;l&:_liwhklummn tugas di bidang Kependudukan dan

pelaksansan ketatausahaan Dinas; dan
Pelaksanaan tugas lair yang diberikar oleh Bupati sesuail bidang

Wugasnys.
(4 Dinas terkait, terdiri dar
. Sekretariut:

b.  Bidang Pelayanan Pendafraran Pendudul;
Bidung Puluyniun Peneataian Sipil,
Bidang Mengelolaan Informasi Administrasi;
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi;
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dinas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

mhE AT

3

Bagian Kedua
Sek-etariat
Pasal 3

(1}  Sckretariat mempunyai tugas membantu tugas-tugas Dinas dalam
Emn}reknmmkan dan din;:m:mdal:'ka;it;.lpt—tm di bidang Umum dan
epegawaian, Program keuangan di lingkungan Dinas Kependudu
dan Pencatatan Sipil; S =

o ?I::rfhmlmcmpunyﬂ m: * . RN e ot ()

a.  Perumusan kebijakan teknis pelaksansan pelayanan administrasi
L diii kepegawaian, keuangan dan penyusunan program

Dinas;

Penyusunan Program Dinas;

Penatausahuan urusan umum;

Penatausanaan Kepegawaian;

Fenatausahaan keuangan; dan

Pengelolnan inventaris Dinas.

(3) Sekretariat tevdiri dari :

4.  Sub HBagan Umum dan kepegawaian;

i L L

k. Sub Bagian........
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la Sl Lagiagg Frogram; dan
. Sub Hagian keunnguny,

Pasal 4

1] Sub Megiun

! .hwmxm]?uk::'“ui tugas merencanakan, melakssnakan,

- par pelaksanann tugasi pelayanan dan

. FIE gkerdinasian PENYUsuUnun program kerja dinns;
L . P Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :
© Mengumpulloan peraturan i '
perundang-undangan, kebijakan teknis,
ﬁr"l::"“ petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
dinas;m dengen Perenacanaan dan penyusunan program
b. mermumuskan kb
tekni
dines: jakan 5 perencanaan dan penyusunan
dirian: Penyusunan rencana operasional  kegiatan

. m""—‘;?-if“ikw Penyusunan rencana strategis, rencana <crja dan

e melaksanakan konsultesi penyusunan perencanaan dan program
kerja dengan para kepala bidang dilingkungan dinas;

f. melaksanakan kordinasi teknis

pCrumusan penyusunan rencana
dan program kerja dinas;

B melaksanakan kordinasi teknis perumusan penyusunan rencana
dan orogram kerja dinas;

h.  melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan dan penyajian
beahian pembinuan administrasi perencanaan dan belanja ainas;

i. melaksanakan cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepala

J: Meiapork.n dan menjelaskan kepada para kepala bidang, kepala
uelmidmun:urauftmungrmﬂmdmmmkujny:‘nglﬂnh
disahkan untuk dilaksanakan;

k. Mengkord nasikan dan merumuskan visi, misi dan tujuan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

I Mmenctapkan  kebija'aan  operasional Dinas Kependudukan dan
Catuian Sigl dengan mengicu pada visi, missi dan b uan;

m. Melakukan pengkajian terhadap  kebijakan pembangunan
kependudukar dan Catatan Sipil. Dengan mengacu pada visi, misi,
tujuen dan kebijakan operasinal untuk bahan penvusunan RPJPD
dan RFRJMD;

1. Menyusun RPJPD,RRIMD, Renstra Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dengan mien, AU pada visi, misi, tujuan, kebijakan
operasionai den RPJMP Provinsi dan Nasional sevagai bahan acuan

penyusunan program;

:.l

0. Membuat petunjuk........
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Membuat Petunjulk  teknis sunan program dan anggaran
Linas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dipedomani;

MENYUSUN petunjuk teknis penyusunan program dan anggaran
Hia Rependudukin den |'encatatan Sipil untuk dipedomani;

MEagumpulkan rencana program kerja dari unit-unit kega di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bahan

menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi,

Tisl, tujuan, kebijakan operasional, pedoman/petunjuk teknis dan

ketentuan peraturan perundanz-undangan:

menyelenggarakan rupa: internal pembahasar program kerja Dinas

Kependudulan dan Pencatatan Sipil;

Liiaparka Lasd analisis program kerja Dinas Kependudukan dan
tatan Sipil dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan

perbaikan;

miewmbuat resume rapat pembahasan program untuk bahan

PENyUEUNAN rencana program kerja Dinas Kependudukan dan

rencatatan Sipil;

WENyusun rencana program kerja Dinas Kependudukan dan

Pencaletan Sipil berdasarkan resume rapat internal;

menguru : administrasi DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan
e ok gt wishighoordinasikannys kepada pihak-pibak terkait
mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit
kerja di lingkungan Dinas Kependud dan Pencatatan Sipil
untuk bahan penyusunan laporan;

melakuken monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaac program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

mengonsep laporan realisasi program Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sioil berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi,
pediman / petunjuk teknis;

sbaany wallais baprileds Wallad Lds hependudukan dan Pencatatan
Sipil berdasarkan data realisasi program;

menyusun laporan akuntabilitas Dinas EKependudukan dan
Pencatatan Sipil berdasarkan data pelaksanaan pembanaunan;
menyusun laporan penycienggaraan penierintah daerah bidang
kependudukarn dan catatan sipil berdasarkan data pelaksanaan
pembangunan;

mengevaluasi pelaksanasn pelayanan administrasi umum dan
penyusunan program ketja dinas untuk mengetahui tnglkat
eacapa o n proeram don rermasalahan vang dihadapi sertr upaya
pemecahan masalah;

menyusun laporan pelaksanaan pelayanan administrasi umum can
penyusunan program kerja dinas;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5......
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(2)

Sub Bagian umum dg

Pasal § '

n kepegawaian mempunyai tugas menyclenggarakan

pelaynnan administrasi keuangan;
> tigas Sub Bagian l:euangan adalah sebagal berikut :

c.

Criiampulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
mmn dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain  yang
ubungan deagan pelayanan adminisirasi keuangan;

?nnl‘fumulkan !ﬂ-hui]r.nn teknis pelayanan administras ksuangan

mengadministrasikan naskah dinas yang masuk dengan menerima
dan memeriksa kelengkapatnya;
mengumpulkan dokumen waian sesuml dengan kepentingan
dan kebutuhan uniuk mul:wmgmm

wrigansen duliar rominatifl dan daftar urut kepangkaten pegawai
hnﬂnwkmduuhmmnmundmgmhnmtdmaﬂn

menpgunakan perangkat komputer untuk bahan pertimbangan dan
Pcnctapan atasun;

meagonscp usul lLepaikan pengkat dan gaji berkala pegawai
berdasarkan data kepegansaian yang bersangkutan den ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan menggunakan peranghkat
komputer untuk bahan pertimbangan dan penctapan atasan;
mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar berdasa-kan data
kepegavaian  yang bersangkutan dan  ketentuar.  peraturan
Prividing undengan dengan menggunakan perangkat komputer
untuk bahan pertimbangan dan penctapan atascn;

mengonacp surat permirtasn kartu pegawai asuransi keschatan,
tabungan pensiun, kartu suami, kartu isteri berdasarken data
kepegawaian dan ketentuan peraturan perundang-ur.dangan
dengan  menggunakan perangkat  komputer wuntuk  bahan
pertimbangan dan penetapan atasan;

mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan adminisirasi
mutasi kepegawnisr. lainnya berdasarkan data kepegawainn yang
bersangkutan dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan
watuk bahan perumbangan dan penetapan atasan;

mengurus adminis.rasi nbsensi pegawai dengan membuat dafiar
absensi, memberikan lnyasan pengisian absensi dan merekapitulasi
kehadiran pegawel untuk bahan laporan kepada atasan;

mengurus administrasi pakaian dinas pegawai sesuai dengan
perintah atasan untuk kesejahteraan pegawai;

dokumen drn memberikan layanan peminjaman arsip agar tertib
administrasi;

m. mengadministrasikan........
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<.

i ' dobimen  wsual  aenetapon angkn  kredit

JABalan lungsonal  tertentu yupg  masuk  dengan  menenma,

mﬂm“]h“' membults, membaen, mengagendakan  dan

E:?E;Jukﬁﬂﬁfﬂ. kepada atnsan untuk mendopatkan proses lehih

o ::‘-ngunup sural permintann kelengkapan berkas (bila terdopat

kurangan) dengan menguraikan kekurangan data untuk bahan
Pengonsepan usul penetapan angka kredit;

mengonsep usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu

Asarken data usulan dan Yetentuan peraturan perundang-

i t A T PR T SRRV AT R o Wi niisan untuk

ditetapkan;

P- ~ mengonsep pengembanean dan binaan disiplin pegawai
verdasarkan permasalahan, data Tempeguﬂiu dan ketentuan
peraturan  perundeng-undangan untuk meningkatkan  disiplin
Prgawai;

9  menyusun fornasi pegawai berdasarkan data keadaan, hasil
analisis jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
wengajukannya kepada atasan untuk bahan pertimbangan dan

I =ne L"il"l:ﬂl", nlﬂ!ﬂﬂ'.

™ mengevaluasi  pelaksansan administrasi  kepegawaian  untuk
mengetahui tingkat pancapaian program dan permasalahan yang
dihadapi scria upaya pemecahan masalah:

8. menyusun laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian;

t.  melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Fasul 6

ol Heunngan mempunyii ugas menyelengparakan pengelolaan
kFeuangau, skutansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
{LHP) dan perlengkapan,

Uraian tugas Sub Bayan Keuangan adalah sebagai berilout :

a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan, akutansi, verifikasi,
tinduk lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan;

b. merumuskar. kebijakan tcknis pengelolann keuangan, skutansi,

rifilnsd, tindnk lanjat lnporan hasil pemeriksaan (LHP) dan
perienghapan;

c. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-

U'P, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran (Kepala
Linas) melalui Kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan data
Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk memperoleh persetujuan;

d. memverifikasi........
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memverifikasi dokurien Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP,
OPP-GU, SPP-TU, fHPP.LS)  yang diajukan olch Bendahara
Pengeluaran  sesuai dengun  ketentuan Peraturan Perundang-
undangan agar terhindar ¢ari lesalahan;

L UEINsep dan mengajukan Surnt Perintah Membayar (SPM-UP,
S5PM-GU, SPM-TU, SPM-LS) berdasarkan dokuinen Surat Perintah
Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas)
melalui Kepala Sub Bagian Keuangan untuk direrbitkan;
memverifikasi dokumen Svrat Perintah Membayar (SPM-UF, SPM-
GU, E:Pl'l-m, SPM-L8) yang diajukan oleh Bendahara Peng :luaran
sctual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar
‘erhindar dari kesalahan;
mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada lkuasa
Bendahara Umum Daerah dengan melnL'hpuEmn kelengkapan
Ao liinen sesoi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undargan
untuk penerbitan Srrat Perintah Pencairan Dana (SP2ZDj;

inengonsep dan mengajiuken dokumen pengeluaran/tagihan kepada
Penpguna Anggaran [Kepala Dinas) melalui Kepala Sub Bagian
Keuangan berdasarkan data DPA dan ketentuan Peraturan
Prrundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan
pembeyaran;

mencairkan vang ke Bank dengan menggunakan cek vang telah
rlisetujui oleh Penggunu Anggaran (Kepala Dinas] untuk membiayai
tronseksi pembavaran /tagihan;

menyimpan uang ke dalam brankas dengan meletakkan uang dan
meagunci brankas agar keamanannya terjemin;

membayarkun tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dolumen
pengeluaran yang telah disetujui Pengguna Anggaran (Kepala
Dinas);

mencatat penerimaan dan pengeluaran uang yang diajukan oleh
oleh Bendahara Pengeluaran ke dalam buku jumal berdasarkan
bukti trarsaksi sesuai dengan ketentuan pencataton wuntuk
fipesting ke bul o besar;

mencalal ransaksi penenmaan dan pengeluaran wang yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke dalam buku besar

berdasarkan rekening untuk bahan penyusunan neraca;
menyetorkan pajak ke kas negara dengrn menyerahkan uang dan
mengambil bukti  setoran  untuk  bahan  penyusunan
pertanggungjawabean;

rienyimpan bukti-bukti transaksi (dokumen) pengeluarun/tagihan

dengan menyusun dan menyimpan pada tempat yang sudah
dieinnltan unmlk hahan penvusunan laporan perianggungiawaban;

mengonsep, meLyusun dan mengajukan laporan
F.gr-m“ungiaﬂhan penggunaan wang kepada Pengguna Anggaran
{Kepala Dinas) melalui Kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan
bukti-bukti transaksi dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berla'a1 untuk mendapatkan pengesahan;

q. menincakianjuti.........
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menindaklnniuti Inporan nnsil pemerikaann (LHP) sesuni denpan
Pl iliiasbbadin, prosedur dan | eraturan Perandang-undangan yang
berlaku untuk penyeicsaian masalah;

menyusun laporan keuanpan dengan membuat neraca, arus kas,

calatan atas laporan keunangan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundeng-undangan;

menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi
kegiatan, penerimaan dun pengeluaran anggaran;

-nengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan
Pajal: Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah
b ey s, wnde Luktd lninnya yang suh sesuai kelentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai dokurren peneriraaan;
Menerima uang dengan muncocokkan antara Sural Tanda Setoran
(57S) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daersh), Surat
Ketstapan Retribusi  Daerah (SKR-Daersh) dan tanda bukti
penerunuan lannya yang sah agar terhindar dari kesalahan;

mencatat penerimaar uang ke dalam Bulou Kas Umum Penerimaan

Perundang-undangan agar tertib administrasi;

mencatat penerima.n usng ke dalam rekapitulasi penerimaan
liBrian sesual dengan duta dokumen penerimaan agar tertib
derin i

menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah
Bunk Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Biak
humicor dengan menyerahkan uong sesuai dengan dokumen
pmm'ilmnnldm meminta bukti/tanda setoran untwk bahan
pertangrangjawaban;

menatausahaan laporan pertanggungiawaban yang diternma dari
Bendahera  Penerimaan  Pembantu denghn  memverifikasi,
meugrvaluasi dan  menganalisis  laporan  untuk mengetahui
kebenarannya;

menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan penyetoran uang
dengen menyusun dan menyimpan pada tempat yang sudah
dis‘apkan untuk bahan penyusinan laporan pertanggungiawaban;

MENEoONsep,  menyusun dan mengajukan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang dengan
melampirkan hulu:ipmm-imnﬁmp-:mtnrmumghpndn
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD) untuk mendapatkan pengesahan;

ventarisasi kebutuhan barang/ - o
m:rlsl:r;& s W e mpgﬂhﬂskﬂpln operasionalisasi

mengonsen naskah pPemesanan barang/ kﬂﬂﬂpn
operasionalizasi Diras Kependudukan dan Catatan Eiﬁ?
wenenms dan memoriksa barang yang dipesan sesual dengan berita
acara serah terima barang;

menyimpan barang k¢ tempat Fenyimpanan;

Dipindal dengan CamScannaer



- ]2-

mendistribusican barang/ pedunghknpoan;
ag.  melnkukan  pemellbarnan  Laran i dengan  keadaan
g sesun engn '

w’nm"hhﬂn dan mdnﬂ-““" wmutih.mn hﬂrll:l-ﬂ.:

ah. menginventarisasi assel yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil untuk bahan penyusunan laporun;

ai.  mengonsep usul penghapusan asset sesuai dengan keadaan asset
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

aj. membual laporan asset dimiliki oleh Dinas Kependudiukan dan
Catatan Sipil; yeng dim

rle.  mengevaluusi pengelolaan keuangan, akutansi, verifikasi, tindak
lanjut laporan lLiasil pemeriksarn (LHP) dan perlengkapan untuk
mengetahui tingknt pencapaian program dan permasalahan yang
dihadapi ss1ta upaye pemecahan masalah;

al.  menyusun laporan pengelolann keuangan, akutansi, verifikasi,

tdiﬂﬂ-hk lanjut laporan hasii pemeriksaan (LHP) dan perlengknapan

an

am. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal 7
(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk metapuuyai  tugas

lenggarskan pelayanan pendaftaran penduduk, Identitas pendudulk,
:wﬂm phldﬂ.hndﬂtﬂng ;:hd'ltdul dnnp';;l:dntm.n penduduk sesuai

dengan ketentuan Perundang-undangan; '
(z) Untuk melaksanakan tugas sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Pelayanan Pendnftaran Pendudu' fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pelayunan pendaftaran pendudulk,
identitns penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan
penduduk;

b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran pendudulk, identitas perduduk,
pirdah datang penduduk dan pendataan penduduk;

e, Pengawasan pelaksanaan pelayanan pendaftaran pendud.ak,
identitas penduduk.

(Y} Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

a. Sckai Identitas Penduduk;

b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk,

Paszal B

{1) Seksi ldentitas Penduduk mempunyni tugas menyelenggarakan pelayanon
pendaftaran dan pencatatan biodala penduduk, penerbitan nomor induk
k2pendudukan da. penduduk rentan administrasi kependudukan dan

pindah penduduk;
s {zfjll‘m‘m tURAS. ....cou.
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(2)  Urnian tugas Seksi ide 1titas Penduduk adalah sebagai berikut :
. menguinpulkan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis,
Efm gan Jetenjuk telmis serta behan-bahan lain yang
: gan dengan pelayanan pendaffaran dan pencata
biodata pendudul, penerbitun nomor induk kependudukan;
b merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan pendafiaran
dan  pencatstan biodata penduduk, penerbitan womor induk
kependudukan dan penduduk rentan administrasi

G memnnitor dan menganalisis pendaftnran dan pencatatan biodata
Penduduk, penerbitan nomer wnduk kependudukan dan penduduk
rentan administrasi kependudukan:

d. Mengonsep naskan dinas rtas hasil analisis dan lavansn konsultasi
pelaksansan pendafaran dan pencatatan biodata penduduk,
penerbitan romor induk kependudukan dan penduduk rentan
administrasi kependudukar. ;

=~ Mengumpulkan data peliyunan pendaftaran dan pencatatan biodata
penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan dan penduduk
renten adininistrasi kepenaudukan dengan unit Lerja terkait;

f. Mengidentifikasi permasalahan pelayanan  pencatatan  dan
pemutakhiran bindata penduduk serta penecbitan nomor induk
kependudukan:

pencatatan  biodata  penduduk, penerbitan nomor  induk
kependudukan, penduduk rentan administrasi kependudukan;

h. Melakukan pemetaas masalah pelayanan pendaftaran penduduk,
Psencatatan biodata data penduduk, penerbitan nomor induk
kependudukan,identitas pendudulk, penduduk renten administrasi
kependuddukan;

i Mrenyusun  kebijakan peningkatan  pelayanan  pendaftaran
perauduk, penerbitan nomor induk kependudukan, identitas
penduduk dan penduduk rentan administrasi kependudukan:

i Menyusun petunjuk  teknis/pedoman  penigkatan pelayanan
pendaftaran dan pencatatan biodata penduduk, penerbitan nomor
induk kependudukan dan penduduk rentan administrasi
kependudukan untuk bahan pertimbangan / penelapan atasan;

k. Meluksanakar bimbinngan te_hﬁnfminlingi kebijakan dan
petunjuk teknis/pedoman peningkatan pelayanan pendaftaran
penduduk, pencatatan biodata penduduk, penerbitan nomor indulk
kependudukan bagi masyarakat;

L Menyusun lapnran peringkatan pelnyananpcrmm'mpenduduk.
pencatatan biodata penduduk dan penerbitan nomor induk
kependudukan dan

m. Melaksanakan tugas iain sesuai bidang tugasnya.
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Prsal 4

(1) Scksi  Pindah Datang dan  Pendataan  Penduduk mempunyai

TUgAs menyeien
Pendatannn Hnd“.,ﬂu'"d._‘““ petdaftaran penduduk pindah datang dan

adalal. sebagnj berilayt - ndah Datang dan Pendatang  Penduduk

— mempumpulkan Peraturan Perundang-undangan, kebiiakan teknis,
an dan petunjuk teknis serta bahan-bahen lain yang

h'Eﬂ.'IUh-u“mﬂ el 2
pendatazan mm:l’ﬂﬂlﬂﬂrﬂn penduduk pindah datang dan

b.  Memunitor dan menganalisis system pelayanan dan pencatatan
pelaporan pelaksanaan pindah datang penduduk dan pendatsan
penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk pindah dan datang
vang disesuaikan dengan hasil pendataan penduduk;

€. Mengonsep naskain dinas atas hasil analisis system pencatatan
pelaporan pindah dan drtang penduduk dan hasil pendataan
penduduk dalam rargks pengendalian dan pengawasan pendudulk;

. Mcnyiapkan dan mendistribusikan formulir pindah datang dan
pendataan penduduk unmk peningkatkan pelayanan;

€ Mengumpulkan data pelayanan pindah datang dan pendataan
penduduk dengan melakukan survey, kunjungan kerja dengan
mempelajari isu-isu yang berkembang;

L. Mengidentifikasikan permasalehan pelayanan pindah datang dan
pendataan penduduk berdasarkan data kependudukan yang
terhimpun secara syster dan mannual: :

g-  melaksanakan pelayanan pendaftaran pindah datang penduduk dan
pendataan penduduk dalam wilayah Republik Indonesia dan

p:ndnumwnrgaﬂmrnndngymgihgy]mnmdmﬁ.m
tetap;

h. meleksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pendataan
warge Megara Indonesia yang tinggal sementara:

i. melaksanakan pelayanan pendaftaran  pindah datang dan
pendataan pend-iduk antar Negara;

i menerbitkan dokumen kependudukan hasil pendaftaran  penduduk
pindah d ‘tang ;dan pendatsan pendudulk;

k. melaksanakan penatausahaan pendaftaran penduduk pindah
datang dan pendataan pendudul;

l.  mengevalasi pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datang
dan pendataan penduduk untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permeasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan
masalah;

m. menyusun laporan pelaksancan pendaftaran penduduk pinaah
datang dan p:ndataan penduduk dan

n. melaksanakan tugas lan scsuai bidang tugasnya.

Bagien Keempat.........
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Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 10

(1) Hidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan pencatatan kelahiran aan kematian, perkawinan, kematian 4an
perubahan status anal dan kewarganegaraan;

20 Untuk melaksanakan imana tersebut pada ayat (1) Bidang
Pelayanan Pencatatan ;?Elmzﬂm% hm;“
a. perumusan kebijakan teknis _puhy.n.n pencatatan

Pelaksanaan pencatatan kelahiran, lahir mati, kematian, perubahan
UAMA, perubahan status anak dan kewarganegaraan dan
pembatalan akte :
¢ Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan kelahiran,
mmmmmpﬂnpnhmn.pmpkmdm
pengesahan  anak, perubahan status kewarganegarsan dan
peristiwa penting lainnva,
(3)  dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa
penting luinnya :
s Seksi Kelahiran dan Kematian:

b.  Seksi Perkawinion dan Perceraian, perubahan status anak dan
kewarganegaraan.

Pasal 11

I7)  Seksi Kelahiran dan Kematien mempunyai tuges menyelenggarakan
pelayanan pencutatan kelahiran, lahir mati,dan kematian;

2) Jraian tugas Seksi Kelahiran dan Kematian adalah sebagai berilout :

2.  mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedeman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain Yung
bﬂhum:dﬂmnwhyummuunhhhimn.hmrmﬁ,
kematian, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akte;

b.  Memonitor dan menganslisis pelayanan pen-atatar kelahiran,
kematinn, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akte untuk
mengetahui perekembangan pelayanan;

€.  Mengonser naskah dinas atas hasil analisis uystem pencatatan
keluhiran dan kematian, perubahan nama, tempat tanggal lahir dan
kematian,perubahan nama, perubahan dan pembatalan akte sesuaj
deng in permanalahannya untuk perbaikan pelayunan:

d.  Mengumpulkan data p:layanan pencataten kelshiran, lahir
mati, kematian,perubahan nama,perubahan dan pembatalan akte
dengan melakukan survey, kunjungan kerja, isu-isu yang
bevkembang, pengaduan musyarakat dan media massa;

e. Mengidentifikasi.......,
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. H'Eﬂ.ﬂidcn.ﬂﬁmi wm“hlmn m.lﬂrnn"n Pgnml:ltlrl k':hhirnrh

Ir mati, kﬂmuﬂq_‘ perubahan nm.'_;gm'ﬂllm dan F‘l‘l‘ﬂlﬂtﬂlﬂiﬂ

f Menganalisis permasalahan pzlayanan kelahiran, lahir mati dan
kEmEtﬂanmblhnn nama,perubghan dan pembatalan akte untuk
bahan penyusunan program pembinaan; '

B Melakukan pemetaan peloyanan pencatatan kelahiran, lahir mat
dan kematiaa,perubahan nama, perubahan dan pembatalan akte
untuk bahan penvusunan kebijakan;

h.  Menyusun kebijakan peninglatan pelayanan pencatatan kelahiran,
lshir mati dan kematian, pfmhhll:: nama, perubahan perabatalan
iktnhtrdmrk.puzubuhmdamhuﬁlamﬁuinuntukmbm
pertimbangan / penetapan atasan:

i Menyusun petmjuk teknis/pedoman peningkatan pelayanan
pencatatan kelahiran, e lahir mati dan
kﬂm:lﬂlﬂ.mm]un,pgrub.hm pembatalan  akte untuk bahan
perimbangan  penctapan atasan;

J. melaksanakan bimbingan teknis/soslalisusi kebijakan dan petunjuk
mutl dan Kematian, perubahan nama, Fenjhn]mn pﬂfﬂh‘lﬂ]ﬂ.ﬂ akte
untuk memberikan pemahaman kepada masyaralat;

%, Memberikan fasilitaxi asistensi dan layanan konsultasi peningkatan
pelayanan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian,
perubahan nama, perubahan dan pembatalan akte bagi pihak-pihak
yang memeriu'ian daiam kepemilikan dokumen kependudukan;

L melaksannkan pembinaan. pengawasan, supervise dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pencatatan kelahiran, lahir mati dan
kematian, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akte
untuk bahan pengendalian,

m. mengevaluasi pelaksanaar. pelayanan pencatatan kelrhiran, lahir
mati, kematian, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akte
uatuk meagetahui tingkal pencapaian program dan permasalahan
yong dihadapi serin upaya pemecahan masalah;

n.  menyusun laporan peningkatan dan peleksanaan pelayanan
pencatatan kelahiran, lahir mati, kematiun, perubahan nama,
perubahan dan pembatalan akte;

0. melaksanakan tugas 'ain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian,perubahan status anak dan

kewrrganegaraan mempunyal tugas menyelenggarakan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian dan perubahan status anak dan

kewargar.egaraan
{2) Uraian tugas Seksi perkawinan dan Perceraisnperubahan status anak
den ht“rgumgmm adalah I'Eh-lill berikut :
a. mengumpulkan..........
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T RUmPUING ety peruindang undangan, kebakan teknis,
:'\Hh"""'" dan petunjuk  tekpis  serts balsn bshan  lain ysng
"ﬂ‘lllllll.ll'l“ul'l *I"'“H-llll I"'"' nlatinn ;rrlru'ﬂllﬂ" il [rEreEralan flan
Perubanmn sty vanank dun kewnrganegarant,;

M"Ilhll'l.lhll ilen mengennlisis  system  pencatalan prrenwinan,
[u-mrmi? Ve perulmbiong statos annk dan kewargnnegaraan untuk
mengetniul perkembangan kegintan,

H““Rﬂﬂitl.‘- tunkah  din

pencatatns perkawinan, percerninn don perubahan status anak dan

kewargancgnrman
tlengan asalahannys vntuk rlanikan
painyanan, gan - perm y pr

afnn atns hnsil canhisie system  pelaprran

:"!“m-lmpl..lkm1 datn pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian
an  perubahan  sintus anek  dan kewarganegaraan dengan
melakukan curvey, kegiatan kunjungan kerja, jemput bola turun

hm_'m"g' Ise- isue yang berkembang, pengaduan masyarakat dan
i marsq;

Mengidentifikasi pern.asalahan pelayanan pencatatan perkawinnan,
perceraian, perubalian  siatus anak  dan  kewargancgaraan
berdasarkan data yang dikumpulkan;

Menganulisia permasalahan pelayanan pencatatan  perkawinan,
peTccralan, perubahan status anak dan kewarganegaraan untuk
hlhmmmhhunkan,

Mduhl_hn pemetaan  pelayanan  pencetaian  perkawinan,
perceraian, perubahan stutus anak dan kewarganegaraan untuk
Sahen penyusunanan kebijukan;

Menyusun  kebijakan  peningkatan pelayanan  pencatatan
perkawinan,  perceraian, perubahan  status anak  dan

kewarganegaraan untuk menjadi bahan pertimbangan/penetapan
Atacan,

Menyusun petunjuk tckais/pedoman peningkatan pelayanan
pencatatan perkawinan, percermian, perubahan status anak dan
uneuk behan pertimbangan / penetapan atasan;
Mclaksanakan bimbingan teknis/sosinlisasi kebijakan dan petunjuk
iekais/pedoman peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan,
perceraian, perubahan status anak dan kewurganegaraan kepada
institusi-institusi  dan  kelompok-kelompok masyarakat  untuk
meningkatkan pemanamnan masyarakat dalam mengurus dokumen
kependuduli;

Memberikan fasilitasi,asistensi dan layanan konsultasi peningkatan
pelayanan pencatatan  perkawinan,perceraian,perubahan  status
anak dan kewarganegaraan untuk penirigkatan  pelayanan
mengurus dokumen kependudukan;

Melnksanakan pembinaan pengawasan supervisi  dan  evaluasi
terhadap pelaksanarn  peningkatan pelayanan  pencatatan
perkawinan, perceraian, perubahan status  anak  dan
kewargancgaraan untuk bahan pengendalian;

m. Menyusun laporan.........
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(2)

-

- Menyusun Inporun - i
rl peningkatnn pelaynnan peacatatan
Pe inan, sperubahan slotus annk dan

kewarganegarann dan
n. Melaksanakan tugns lain sesuai bidang tugasnya.

dagian Kelima
Bidung Pengelolaan Informasi Administrasi
Pasal 13

Bidang pengelolaan  Informasi Administrasi mempunyai tugas

meryelenggarakan pengelolaan informasi administrasi kependus'ukan;

Untul. melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada syat (1jbidang

Pengeloinan Infurmasi Administrasi Kependudukan mempunyai funsi :

a. perumusan kebijjekan teknis pengelolaan systern Informaisi;

b.  Pengadministrrasi  kependudukan dan  penyajian  data
kLepandudukan;

€.  pelaksannan pembinann pelayanan sistem informasi adininistrasi
kependudukan, pengelolaan dan penyajizn data;

d.  pengawasan pelaksanaann pelayanan system informasi administrasi
kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudkan.

Bidang Perigelolaan Informasi Administrasi terdiri dari :
a. Seksi sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
b, Seksi Pengelolahan 4an Penyajian Data Kependudukan.

Pasal 14 4

Scksi Sistem Infermasi Admnistrasi Kependudukan mempunyai tugas
menyrlenggarakan  pengelalaan  sistem  informasi  administrasi
kependudulan;

Uraien tugas Seksi Sistern Informas: Administrasi Kependudukan :

a. mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan, kebijakon teknis,
Pﬂdmdmp:nlqjuktdmmuﬂlhﬂﬂnnhﬂhmlmmu
barhubungan dengan pengelolaan sistem informasi edministrasi
Administrasi kependudukan;

b. Memonitor dan menganalisis sistem  informasi  administrasi
kependudukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan;

c. Mengonscp naskal dinas atas hasil analisis sistem informasi
administrasi kependudukan sesuai dengan permasalahannya untuk
perbaikan pelayanan;

d. Mengumpulkan data......
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d. Mengumpulkan da, peliyanan  sistern  informasi  administrosi

;?:n;nndudukan dengan jaelukukan survcy, mempelajo-i laporan

mapun  teroulis, issu-issu  yang berkembany, pengaduan
masyarakat dan mediy massa’

e. Mﬂ'ﬂﬂlndmﬂ_ﬁkﬂ.l] Permasalah

edministras; an pelayanan dalam tistem informasi

kependudukan berdasarian data yang dileurnppulkan;

L H?mannmh Permasalahan pelayanan dalam penggunaan cystem
thiarmasi administrasi kependuduksn untuk dijadikan sebagai
Pahan penyusunan kebijakan:

h.  Menyusun kebijakan peningkatan pelayanan pengelolaan system
inormasi  administrasi kependudiskan Beiiuiun, daik sl

analisis untuk bahan pertimbangan/ penectapan atasan;

Menyusun peiunjuk  teknis/pedoman peningkatan ‘.'1'-‘1'.'1"';'““

Fengelolaan system administrai kependudukan, pengamanan data

pribadi, pendaftaran penduduk dan data pencatatan sipil untuk

bahan pertimbangan/ penetapan atasan; ;

J. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi kebijakan dan petunjuk
teknis/pedoman peningkatan pelayanan pengelolaan  sistem
informasi adininistrasi kependudukan, perlindungan data pribadi
penduduk, pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;

k.  Memberikan fasilitasi, assistensi dan layanan konsultasi
peningiatan pelayanan pengelolaen system informasi sdministrasi
kependudukan,perlindungan deta pribadi penduduk, pendaftaran

membutuhkan untuk berbagai kepentingan;

L Melaksarakan pemhinsan, pengawasan, supervise dan evaluasi
terhadap  pelaksanaan  pengelclaan  system  administrasi
kependudukan untuk bahar pengendalian:

m.  Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan daa pengelolaan system
informasi administ-asi kependudukan, pengamanan dats pribadi,
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan

4. Melaksanakan tugas lzin sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1} 3eksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas
inenyelenggarakan pengelalnan dan penyajian data kependudukan;

(2! Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kep snduduken adalah
sebagui berikoat :

a.  mengumpnlkan Feraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedosnan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan pelnyanan pengelolsann dan penyajian data
kependudukan;

b. Memaonitoy.........
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k. mon
El:;u k:;;dnn Merumusian system pengelolaan dan penyajion
ndmini.m?ﬁud"h" dalam menggunakan system informasi
glatan: kependudukan untuk mengetahui perkembangan

c. Mengonsep o
Kepends naskah dinas atas hasil pengelolaan dan penyajian data

LY | I .
sdministrasg; pengelolaan  system  informasi
perbaikan kﬁpﬂnfluduhn scsuai  permasalahannya  untuk

¢ Mengidentifikasi permasalahen
: pelayanan  pengelolaan  dan
Fﬂ';:‘]h“ data 'Wmﬁlduhn, perckaman e-ktp, pemilikan NIK

REnda, statuy ke :
yang dllcure p::ndu:luhn dar; validasi data berdasarkan data

. Menganalisis permasalahan ji

pengelolaan dan penyajian data
:?Eﬂ'-'lﬂduhn untuk bahan penyusunan kebijakan;

g  Velksarankan bimbingan teknis/sosialisasi kebijakan dan
petunjuk  teknis/pedoman Hh}!“nm; dulam pengelolaan dan

penyajian  data ndudukan ui  system informasi
I e : kepe melal sy

h.  Memberikan fasilitasi, assistensi dan layanan konsultasi pelayanan
Fengelolaan  dan  penyajian  data  kependudukan  untuk
meningkatkan pemahaman tentang data kependudukan;

i.  mengevaluasi pelaksanman pengolahan dan Penyajian  data
kependuduken untu’ mengetahui tingkat pencapaian program dan
Pmmu]nlmnymgdihudlpimupwnp:mmhmmuhh:

menyusun laporan pengolahan dan penyajian da'a tepeadudukan
& melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

R =Ty
¥

Bagian Keenam
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pasal 16

Bidaag Pemanfastan Data dan [novasi  mempunyni tugas
menyelenggarakan pemanfaatan data dan Inovasi;

Untik melaksanakan tugas scbagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang
Pemanfaatan data dan Inovasi mempunyai fungsi ;

8.  perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan Inovasi, kerja
sama dan pemanfaa’in data serta dokumen;

b.  pelaksanaan kerja sama dan inovasi ;
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€. Pelaksansan pemanfagtan data dan dokumen;

d. Pelaksanaan cvaluasi pemanfaatan data dan inovasi
(3 Bidang Pemanfuatan Data dan [novasi terdiri dari :

@  Seksi Kerjasama dan Inovasi;

b.  Seksi Pengump.ilan, Pengolahan, Pelaynnan dan Pemeliharaan
Dekumen,

Pasal 17

{1 iﬁ :;;:rammr:im Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan kerja

(2}  Uraian tugas Seksj kerja sama dan inovasi adalah sebagai berikul :

A mengumpulkan Peraturan Perundang -undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petusjuk tekiis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan 4engan kerja sama dan inovasi pelayanan;

dengan  berbagai  Jem swasta maupun pemerintah,
BUMN/BUMD, dan h:.m?fmm kelola pelayanan sesuai SOP
standard uperasional procedure) untuk mengetahui perkembangan
kegiatan;

€. Mengonse: tata naskah diaas atas hasil analisa system kerja sama
melaui nota kesepahaman/Mou, inovasi pelayanan tata kelola
pelayanan-SOP sesuai cengan permasalahzn untuk perbaikan

pelayanan;

d.  Mengumpulkan data pelaksanaan kerja sama dengan berbgai
lembaga-BUMN/BUMD, kantordan dinas, POLRI,TNI dan data tata
kelela layanar melalui SOP front desk atau beck desk, issu-issu
yang berkembang, pengaduan masyarakat dan media massa;

€. Mengidentifikasi peninasalahan pelayanan kerja sama antar lembaga
pemerintah dan swasta-BUMN/BUMD, kantor dan dinas,inovasi
pclayanan tata kelola peliyanan-S0P front desk dan beck desk
berdasrkan data peluyanar yang dikumpulkan:

f. Mcnganalisis permasalahan pelayanan pengurusan deleumen
kependudukan, e-KTP, pengelolaan dan penyajian data, pendaftaran
penduduk, pindah datang, akte perkawinan, alkte kelahiran, akte
kematian, akte percermian, perubahan status anak
pewarganegaraan untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan;

h. Menyusun kebijakan peningkatan pelayanan melalui kerja sama
antar lembaga sipil-militer dan Polri- BUMN/BUMD dan inovasi
pelayanan berdssarkan data hasil analisis untuk bahan
pertiribangan /penetapan atasan;

1. Menyusun petunjuk........
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1.

i. Menyumn petunjuk | i |
' ekninf pedoman  peningkntan  kern anma
dengan berbngni lembogu-BUMN /BUMD, THI-POLRI, kantor-dinas,
d‘m I‘-'Enlngknl.nn tlﬂ.l'l mhﬂhmnﬂ mhyﬁn"n |r,|tl.l.lll.'.:i lnrmml
pelayanan untuk menjadi bahan pertimbangon/ penetapan atasan;

j. Melaksanaknn bimbitgan tekn's/sosialisasi kebijakan dan petunjuk
teknis peninglatan pelaynnan kerjn sama den inovasi pelsyanan

m pemunfaatar. data, penguruean dokumen kependudulkan
institusi-institusi  dan  kelompok manyarnkat untuk

meningkatkan proses pelayanan din mendapat inforraasi pelayanan
yang akurat;

k. Melaksanakan  pembinsan, pengawasan, supervisi  dan
mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kerja sama dan inovasi
pelayanan,  pendaftarnn kependudukan, pencatatan  sipil,
pengslolaan system informasi administrasi kependudukan, untuk
mengetahui tingkat pencapaian propam dan permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan masalah;

L menyusun laporan pelaksanaan kerja sama dan inovasi pelayanan
pemanfaatan data kependu lukan dan

m.  melaksanakan tugas iain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Scksi Pemanfaatan data dan  Dokumen mempunyai tugas

menjelenggarakan pemanfaatan data dan dokumen;

Uraian tuzas Seksi Pemantastan Data dan Dokumen, adalah sechagai

berikut :

1. mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yaug
berhubungar. dengan pemanfataan data dan pemeliharaan
c'okumen kependudukan;

b. Memonitor dan menganalisis system pemanfaatan data dan
Dokumen kependudukan, data e-ktp, NIK, kartu keluarga akte
per'awinan, kelahiran, kematian dan perceraian untuk mengetahui
perkembangen kegiatan;

€.  Mengonsep naskeh dinas atas hasil analisis pemanfastan data e -
ktp, Nomor Induk Kependudukan, kartu keluarga, pindah datang,
akte perkawinan, akte kelahiran, akte kematian dan akte perceraian
sesusi permesalahannya berdasarkan data dokumen kependudukan
antuk perbaikan dan peningkatan pelayanan;

d. melaksanakan k=rjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam
rungka sosialisasi/penyuluhan pembinaan masyarakat agar
memahami manfaat data kependudukan dan  dokumen
kependucukan untuk tertib administrasi kependudukan;

yusun analisis indikalor kependudukan, proyeksi penduduk
. :['._T analisis lkependudukan untuk rnengetahui  dampak
kependid akan;
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Analitis dampak k
kepada pe

inani Laail penyusunan indikatar, §royeksi, dan
ependudukan sertn Lebijokan  kependudukan
AREVNA dota bane kependudukan;

B melaksanakan pengelolann dan analisis pemaniaatan dati sebaga)
formasi kependudikan dan analisis darapak  kependudulkan
untuk perencannnn pembangunan berbasis penduduk;

. Menyusun kebijakan unalinis pengendalinn kunntitas pen dudulk,

dlas  pendudul, pengarnhan  moblitas  penduduk, persebaran

mq"d“k tian perlindungan penduduk berdasarkan data husil
analisis untuk bahan pertimbangan/ penctapan atasan;

. Menyusun pPetunjuk  teknis/pedoman pengendalian kuantitas

penduduk, pengarahan dan mobilitas persebaran penduduk dan

perlind perduduk  berdasarkan  pemanfaatan  data

I::Tenﬂuduhn untuk menjadi bahan perumbangan/ peactapan
atasan;

i Memberikan fasilitasi, assistensi dan layanan konsultasi terhadap
pelaksanaan permintaan pemanfaatan data kependudukan/base
dan pemanfaatan cokumen kependudukan untuk meningkatken

<epada para pengguna data;

k. Melaksanakan Pembinaan, peagawasan, supervisi , dan evaluasi
terhadap pemaninatan data base penduduk, pemanfantan dan
Fﬂnmﬂuhnndnlnmrmhpmdmm untuk buhan pengendaliann;

L Mergevaluasi pengelolaan pemanfaatan data base dan pemanfastan
pengelolsan  dokumen  kependudukan  agar dapat  diketahui
wmﬂmmwmmmﬂ;

m. Menyusun laporan  pelaksanaan pemanfaatan  data dan
prmeliharaan dokumen untuk dapat diketahui keberhasilan yang
dicapai dan

n.  Melaksanakan tugas lain sesuaj bidangnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Funzsional
Fasal 19

Pergaturan tugas dan fungsi relompok jabatan fungsional diatur lebih Ia.ruut
sctelan dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuni
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

1)  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bu*.?ll.i ini sepanjang
i mengenai  teknis  pelaksanaannya ditetapkan lebih  lanut  dengan
T Y {2) Padn saat.........
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(s) ~Pada seat berlalkunya Peraturan Uupati ini, maka segaln peraturan Buoati
yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencacatan sipil Kabupaten Biak Numfor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2]

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal diundanghkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan

veratuian Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten
Biak Numfor. y

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 15 Desember 2017

Pit. BUPATI BIAK NUMFOR
WAKIL BUPATI

CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal 135 Desember 2017

EEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2017 HOMOR 113

"'--E-lij_!nanucmuidenlln

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200110 1 004
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